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Lampiran 1:

Tabel Dana Perimbangan Menurut UU Nomor 25/1999
(Dalam Persentase)

254

Penerimaan dan PBB

. Penerimaan dari BPHTB

Penerimaan dari IHPH
Penerimaan dari Provisi SDH
Penerimaari dari luran Tetap
Penerimaan dari Royalty
Penerimaan dari Sektor Perikanan
Penerimaan bersih dari :

Minyak bumi

(Gas alam)

: Dana alokasi umum ™)

Dana alokasi khusus :

Cana reboisasi

10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

85%
70%

60%

3,0%
6,0%
10%

64%
64%
654%
64%
80% ™)

12%
24%
80%

40%*)

Sumber : UU Nomor 25/1999,
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Lampirana II:

Surabaya Post, 17/09/01
Jika Perangkat Desa dan Pemkab Blitar Pisah Ranjang.

SELAMA satu setengah tahun belakangan ini hubungan antara para perangkat
desa (PD) dengan Pemkab Blitar kurang mesra. Ibarat pasangan suami istri
(pasutri) hidup serumah namun pisah ranjang. Bahkan para perangkat desa ini bisa
dikatakan mbalela. Kebijakan pemkab tidak dihiraukan. Kedengarannya memang
anch. Tetapi itulah kenyataannya. Sekitar awal tahun 2000 lalu Pemkab Blitar
membuat 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Setelah diajukan ke DPRD dan dibahas bersama-sama
dengan paru wakil rakyat, Raperda tersebut dapat diterima dan disahkan menjadi
Perda (peraturan daerah). Namun para PD keberatan. Khususnya Perda No.
2/2000 pasal 7 yang mengatur masa jabatan kepala desa (kades). Jabatan tersebut
selama 5 tahun dan dapat dipilth kembali maksimal dua kali. Juga Perda No.
4/2000 pasal 38 yang mengatur masa jabatan PD. Perda itu menyebutkan masa
Jabatan PD 8 tahun, Serta Perda No. 11/2000 pasal 4 yang mengatur penghasilan
kades dan PD. Masa jabatan kades 5 tahun dan masa jabatan PD 8 tahun ini terlatu
singkat, tidak efisien. Dengan masa jabatan seperti itu, bisa jadi setiap tahun di
desa ada acara pemilihan. Sebab di desa rata-rata jumlah perangkat di luar kades
rata-rata 5-8 orang/desa. Belum lagi pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa
(BPD) yang mempunyai masa jabatan 8 tahun. Hal ini tentu saja memberatkan
keuangan pemerintah desa. Sementara pendapatan asli pemerintah desa hanya
mengandalkan penghasilan dari tanah kas desa. Jika acara pemilihan-pemilihan itu
biayanya dibebankan kepada masyarakat, besar kemungkinan masyarakat
menolak. Sedangkan dana dukungan dari APBD sangat kecil. Padahat antara desa
yang satu dengan yang lain kemampuan keuangannya tidak sama. Dampak negatif
lainnya, seringnya dilaksanakan pemilihan di tingkat desa (kades 5 tahun sekali,
dan PD 8 tahun sekali/perangkat desa dan pemiltihan anggota BPD juga 8 tahun
sekali) berakibat terbangunnya kelompok-kelompok masyarakat yang saling
bertentangan. Padahal untuk merukunkan mereka kembali butuh proses sekitar
dua tahun. "Jika Perda tadi diberlakukan, bisa jadi masyarakat desa tidak pemah
akur. Sebabnya, setiap ada acara pemilihan selalu terjadi kelompok pendukung
dan kelompok penentang calon. Masing-masing kelompok dengan cara dan trik-
triknya berupaya memenangkan calonnya masing-masing schinga terjadi
benturan-benturan. Bahkan tidak jarang terjadi benturan fisik," kata Kepala Desa
Jeblog, Kec. Talun, H Hawin Mualif BA. Padahal, lanjut Hawin Mualif, untuk
mengakurkan kembali kelompok-kelompok itu memakan waktu sekitar dua tahun.
PD dikatakan sebagai jabatan staf, bukan jabatan politis. Motivasi warga
masyarakat mengajukan menjadi PD untuk mencari lapangan kerja. Jika jabatan
itu dibatasi 8 tahun, bisa jadi mereka diberhentikan masih dalam usia produktif
(35-45 tahun). Dalam usia ini orang sudah sulit mencari pekerjaan pengganti,
kecuali mempunyai ketrampilan atau mempunyai modal usaha. Apalagi
penghasilan PD, khususnya di Daerah Blitar Selatan, sangat minim. Jika mereka
diberhentikan, maka sulit mencari penggantinya. Oleh karena itu mereka
mengusuikan masa jabatan PD sama dengan usia pensiun PNS. Untuk
menyatukan gerak menentang Perda tersebut, para kades dan PD membentuk
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forum yang discbut Forum Komunikasi Perangkat Desa Kab. Blitar (FKPD).
Forum ini melakukan serangkaian dialog agar pasal-pasal dalam 3 Perda tadi
diubah. Dialog ini dilakukan baik dengan bupati maupun dengan lembaga
legislatif. Bahkan dengan berunjuk rasa ke DPRD setempat. Perjuangan para
FKPD ini dihadang salah satu partai politik. PD yang dinilai vokal dan gigih
memperjuangkan aspirasinya ini didatangi kader-kader partai politik tersebut.
Mereka menekan agar membatalkan tuntutannya alias menerima Perda-perda tadi.
Untuk memperkuat argumentasinya, FKPD menyebar 1.100 angket kepada 1.100
responden. Dari 1.074 responden yang mengembalikan angket, 755 orang atau
70,30% memeilih masa jabatan kades 10 tahun, dan hanya 155 orang atau 14,71%
yang memilih jabatan kades 5 tahun. Sedang 161 orang atau 14,99% lainnya
abstain/pilihan lain. Untuk masa jabatan PD, §7,64% responden memilih batas
usia maksimal 56 tahun. Sementara yang memilih 8 tahun hanya 160 orang atau
14,89%, selebihnya abstain/pilihan lain. Sementara untuk penghasilan kades,
63,30% responden memilih menggarap tanah bengkok dan hanya 24,67% yang
memilih mendapat gaji tetap. Selebihnya abstain/mengajukan alternatif lain.
‘Ngambeg' Karena aspirasinya tidak ditanggapi, mereka kemudian ‘ngambeg'.
Beberapa kebijakan pemkab tidak dilaksanakan, Dua kali berturut-turut mereka
tidak ikut mangayubagya atau tidak ikut memeriahkan upacara peringatan hari
jadi Kab. Blitar. Yang lebih celaka lagi mereka ogah-ogahan memungut Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak atau retribusi lainnya. Akibatnya seperti
yang dikatakan sumber di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab, Blitar,
tunggakan PBB membengkek dari biasanya di bawah Rp 100 juta membengkak
menjadi Ry 700 juta. Realisasi pemasukan PBB tahun 2001 baru mencapai sekitar
30%. Setelah melalui perdebatan panjang dan melelahkan, akhimya kedua belah
melunak. Pekan lalu di pendapa kabupaten diadakan pertemuan antara wakil-
wakil perangkat desa, bupati dengan beberapa staf terkait, DPRD dan kelompok
fasilitator. Dalam kesempatan tersebut Bupati Imam Muhadi memberi tawaran.
Perda No. 2/2000 pasal 37 yang berbunyi "Masa jabatan kades 5 tahun scjak
tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan
berikutnya" dirubah menjadi "Masa jabatan kades paling lama 10 tahun dan tak
dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya atau "Masa jabatan kades 5
tahun sejak tanggal pefantikan dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa
Jabatan”. Soal Perda No. 4/2000 pasal 38 yang semula berbunyi "Masa jabatan PD
8 tahun dan dapat dipilih kembali" dirubah menjadi "Masa jabatan PD dengan
batas usia 56 tahun disetarakan dengan usia pensiun PNS atau masa jabatan PD §
tahun dan dapat dipilih kembali. Sedang Perda No. 11/2000 pasal 11 (1) yang
semula berbunyt "Kades dan PD diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan
penghasilan lain yang sah menurut peraturan dan undang-undang" dirubah
menjadi "Kades dan PD mendapatkan penghasilan tetap dari tanah bengkok dan
penghasilan lain yang sah menurut peraturan dan undang-undang. Tawaran bupati
ini sangat melegakan para kades dan PD. Apalagi bunyi tawaran itu dimasukkan
dalam Perda menggantikan bunyi pasal dan ayat ketiga Perda tadi.. "Kalau sudah
begini para kepala desa dan perangkat desa harus mengakhiri pisah ranjangnya
dengan pemkab dan konsisten melaksanakan kembali tugas-tugas dan kebijakan
Pemda," kata salah seorang kepala desa dengan nada lega.

PEMBANGUNAN DI ERA DESENTRALISASI Studi Kritis Realitas Pembangunan Dan Kelembagaan Di Kabupaten Blitar

Tesis Ahmad Imron Rozuli



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 207

Lampiran III:

Jawa Pos, 17/09/01
Rebutar Uji Kir Memanas

BLITAR- Rebutan Balai Uji Kendaraan Bermotor atau balai uji kir Pemkab Blitar
dan Pemprov Jatim memanas. Pemkab mengerahkan Satpol PP untuk menghadag
truk atau kendaraan yang akan uji kir di balai uji milik Pemprov Jatim di Desa
Kendalrejo, Kecamatan Talun. Bahkan, tidak hanya menghadang, Satpol PP itu
melarang kendaraan yang akan masuk ke balai uji kir milik pemprov. Mereka
memaksa kendaraan itu menguji kelayakan kendarannya di balai uji kir milik
Pemkab Blitar di Kecamatan Srengat. Kakansatpol PP Pemkab Blitar Drs Wijono
Rahardjo mengatakan, tindakan petugas satpol PP mengalihkan kendaraan yang
akan menguji kir tersebut merupakan penegakan perda nomor 5 tahun 2001.
"Kami melaksanakan tugas peraturan daerah. Sebab, perda ini, menurut Wijono,
acuannya jelas, Undang-Undang nomor 2 tahun 1999. Selain itu, upaya ini juga
dilakukan agar retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor ke
pemprov,” katanya. Selain ifu, satpol PP juga akan mengevaluasi pelaksanaan
penertiban uji kir di Kecamatan Talun. Pasalnya, Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor milik Pemprov Jatim ini ada kecederungan tidak mau pindah. Mereka
ngotot mempertahankan balai uji itu, meski Pemkab Blitar telah mendirikan balai
uji kir sendiri. "Akibatnya, kami terpaksa bertindak. Bahkan, kami sempat
bersitegang, petugas satpol nyaris bentrok. Kejadian ini juga telah kami laporkan
kepada I Made Biasa, pimpinan DPRD Kabupaten Blitar," urai Wijono n Namun,
demi menghindari bentrokan itu, pejabat batai uji kir pemprov *mengalah’, Kepala
seksi pengujian kendaraan di balai uji kir Kecamatan Talun, Hendro Pitoyo
mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari gubernur. Hingga saat ini,
dikatakan Hendro belum ada kejelasan, apakah aset balai uji kir itu akan ditarik ke
tinggkat I, atau diserahkan ke tingkat II. "Pihak kita masih menunggu. Sampai
saat ini pun bupati, walikota dan gubernur masih berkoordinasi, sampai sekarang
belum ada keputusan. Makanya kami menunggu instruksi dari gubernur," terang
Hendro. Meski begitu, rebutan lahan uji kir itu masih terus berlangsung. Bahkan,
petugas satpol PP dan petugas uji kir pemprov sempat main ’kucing-kucingan’.
Petugas satpol PP menghadang dan menertibkan kendaraan setiap jam 05.00
sampai jam 09.00. Sementara, pegawai uji kir pemprov melaksanakan tugasnya
menguji kendaraan setelah petugas satpol PP itu pergi. Pegawai pemprov
memasukkan kendaraan yang akan melaksanakan uji kir setelah pukul 09.00
Mengetahui hal ini, Kakansatpol PP geregetan. Wijono berniat menerapkan dua
shift (jadwal piket). Rencananya petugas satpol PP yang ada di kecamatan akan
dikerahkan untuk menghadang kendaraan agar tidak masuk ke balai uji milik
pemprov. "Penertiban ini kami lakukan agar kita bisa menjaring potensi yang ada
di Kabupaten Blitar," tegasnya. Sementara Kadin Perhubungan Kabupaten Blitar,
Ir Mulyanto menuding pegawai uji kir pemprov sengaja menghambat pelaksanaan
otonom: daerah. Oleh karena itu Pemkab Blitar bertindak tegas. Tindakan ini,
menurut Mulyanto, merupakan konsekuensi penerapan UU nomor 22 maupun PP
nomor 25. "Karena mereka tidak mau angkat kaki, kita tetap menertibkan, agar
pengemudi jangan sampai mengarah ke sana,” jelasnya.
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MEMANGGUL KUASA, MENYANDANG NISTA

ktik korupsi kian marak meianda lmbaga

RD sejak era ctanomi deerah. Parahrya,
anyakan korupsi yang mefibaikan anggota

RD itu juga ditakukan secasa barsama-sama,

1kan tak jarang melibalkan samua anggota

baga legisleti! d daerah fertentu. Kekuasaan

RO yaryg semakin besar sejak masa reformasi

dlirkawn, terlebin sejak ctonomi dagrah

ariakukan, tak urung memiliki potensi
Aawsnang-wenangan yang kian besar. Korupsi
dukan, baik oleh jajaran ketua maupun

1gota, dan baik olgh anggota yang barasal dari
tai besar maupun partai keci.

ap mementingkan penguasaan kekayaan

1adi oleh anggota DPRD iné juga ditangkap oleh
angan masyarakat sebagai sinyal buruknya
raftias para wakil rakyat. Publik yang merjadi

porcen jajak pandapat Kompas, 76 persan -
nllai barhwa saat ini korupst yang terjack di
angen anggotd DPAD dagrah mereka terasa
i pevah. Dalam nada skeptis, mereka juga
anhpetaryakan upays pemberantasan konpsi
g'tidak jugs menunjukkan hesi yang .

JTABgkan.

3ekipun heberapa kasus sudah diputus olsh

gadilan selempat, sering kali keputusarnya
{ak mancerminkan rasa keadilan masyarekat,
ahkan, walau sudah diputus bersalah, tak jarang
akil rkyat yang hanisnya ada di penjara bisa
pulisan pengadilan dianggap belu final, |
men ada rasa efis masyarakat yang terlukai.
kheden jika kemudian sebagian besar
wlden. 71 parsen, menyalakan

tarhadap keputusan yang

ahufilan hakim dafam kasus-kasus korupsi yang

alihaﬂm anggola DPAD,
selama lima tahun ini, terutama g

mm thga tahurs tarakhir, cukup membes -
Iajaran berharga kepada masyarakat untuk
amandang wakil rakyat mereka sebagai
kumputan prioadi yang bisa saja tidak bersh.
1ggota DPAD bisk saja dengan gamparig
rgelingi ke dalam kepentingan pemuasan
ibadl, ke datarm korupsi. Pangaiaman inilah yang
swljudkan rase fidak percaya, bahkan sejak
vai, terhadap lurusnya moralitas wakil rakyat
13y 67 parsen responden kemudian
anyatakan kebidakyakinannya bahwa anggota
R0 yang baru tidak-akan mefakukan korupsl, -
rargkali inf carminan dari pangelaman selama

-"Yakin atau tidak yakinkah Anda

anggota DPAD baru dl daerah Anda

‘tidak akan melakulean korupsl?™

Sak tahw
Wk

Yakin
. 19,8%

24 FEBRUARI 2003
DPRD Kola Surabaya, Jawa Timur
Skandal penyelewengan dana anggaran
pembayaran prami asuransi kesehatan
sabesar Rp 2,7 miliar yang terjadi o DPRD
Surabaya berhasil dibonghar penyidik  *
Polwittabes Surabaya. Dana (ersebut
iarnyata dibagi-bagikan kepada saluruh

. anggota DPAD yang betjumlah 45 orang.
Masing-masing anggota menerima uang Ap
265 jute. Akibat kasus ind, Ketua DPRAD
Mochamad Basuki dan Wakil Ketua DPAD
Ali Bushan diberhentikan dari jabatannya,
dan diadili barsama-sama dengan M Jasin,

anggota DPAD Jawa Baral sebesar Ap 25
millar. Tiga tersangka merupakan pimpinan
DPAD, yaitu Kurdi Mosksi, Suyarnan, dan -
Suparno. Selain itu, Kejati juga membekukan
rekening tiga tersangka yang terdapat pada
18 bank. Kasus ini berawal dari pembahasan
Anggaran Balanja Tampahan APED Provinsi
Jawa Barat pada bulan Septamber 2000,
DPRD mengajukan permintaan tambahan
dana untuk perumahan sabesar Rp 25 miliar.
Realizasi anggaran yang dilakukan dalam
APBE tahun 2001 dan 2002 dinilai manyalahi
undang-undang karena bukan diambilkan
dari pog anggaran DPRD, melainkan dari pos

Sekretaris Kota Pamda Surabaya. Basuki bantan instansi vertikal.
dalam vonis bandingnya dihukum satu tahun
penjar, Jasin dihukumn gembilan bulan Komposisi knggnla
penjara, sedangikan Ali Burhan mengajukan — PEI Porjuangan 279
kasasi selelah divoris satu tahun penjara = Golkar 214
olah Pengadiian Tinggi Jawa Timur. | PKB 68
I PAN 67

Komposisi Anggota: i PBB33 .
_ PDI Peruangan2e M PK 24

PKB7 ¥ PKP 18
- PAN4 1 FPP 19

Golkar 3 I Partal Persatuan &
| 4 partal lsinrwa 4 i PSil 4 '
=5 TPl 5 | ' PNU 3 -
Total 45 .‘l Daulat Rakyat 2

" . 4 pastai lainnya 4
g 5] ? i TNIPolri 106

DPFRD Prov[nsi Damh Estimeawa Total 958
Yogyskarta (1Y) . v
Kejaisaan Tinggl DIY menetapkan enam % 1 ik 2004
anggota DPAD DIY sebagai tarsangka dalam  DPRD Pontlanalk, Kall
kasus dugaan penyslewsagan dana asaransi  Dengan modus membentuk Yayasan Bestari,
dan dana banbuars organisasi sosigh palitilc sabagai wadah untuk kesajahteraan anggota
Keanam anggota OPRD tersebut adalah DPRD, sembilan unsur pémpinan DFAD
Tolok Daryanto, Achmad Affanc, Herman Pontianak dilsiapkan sebagal tersangka
Abdurrachman, Markhaban Fakkih, Nurudin kasus pencairan dana APBD sejak fahun
Haniem, dan M Umar. Berdasarkan 1899 sampal 2003 untik képentingan

panyidikan, Kejati DIY menemukan

peryslewangan penggunaan dang asurans:

sebasar lebih dan Ry 1,1 miliar. Ditermukan
pula penggelembungan dana bantuan
0r508pol dan pembinaan sespol dari Rp 280
juta menjadi leblh dari Ap 1 miar.

yayasan tersebut. Pencairan dana sebesar
Rp 4.7 mii - ini kemudian dibagi-bagikan
kepada seksruh anggota CPRD yang
berjumizh 44 orang. Tiga unsur pimpinan
DPAD yary) manjadi tersangka adalah Ketua
PPRD Moses Alip dan dua Yakil Ketua
CPRD, Elfend Cingkong dan Soetadjo. Saat

Komposisi Anggota; ini berkas kasus trsebut tertzhan di PN
TN D) Perjuangan 69 Ponfianak menunpou disidangkan.
= PAN 3
EL M PKB 28 Komposist Anggola:
' Gokar 28 e S v ' Gokade
oo PPP 11 N  PDIPerjuangan 7
2 : PKP 5 [0 % PPP§
2 PBB 5 (T PDI 4
¢ PK4 e PBI3
| Parta KAMI 3 o] POKE 2
| PNI-Front [ PKB 2
Marhagnis 2 = 6 pastal tainnya 6
] 3 pariai lainnya 3 [ TNUPolri §
— TNIPoki 23 Total 44
Totat 215 _
. O SERHRRRUAR S00 Sk
R MEGR0D RSN ER 5] OPRD Clamis, Jaws Barst

DPRD Provinyl Jawa Barat

Kejari Clamis menetapkan seduruh unsur

Kejati Jawa Barat manetapkan tnga tersangka  pimpinan DPRD Ciamia periode 2001-2002

utama kasus dana kapling yang diterima 100

sabape tarsangks dalam kasus

penyalahgunaan anggaran kevangan DPRC
fahun 2001 dan 2002 sebasar kebih dari Rp 4
miliar, Mereka ditvduh melanggar Peraturan
Pemerintah (PP} Nomor 110 Tahun 2000
tarvang Anggaran dan Kedudukan Keuangan
DPRD. Pelanggaran fu tampak darl adanya
pengeluaran kanangan ianpa disertai dengan
alat bukti yang sah salama tahun 2001 dan
2002 sebasar Rp 1,633 miliar. Juga
munculnya tunjangan purnabakti peda tahun
2002 sebesar Ap 1,058 miliar serta
tuniangan kesejahtaraan anggota DPAD
pada tahun 2001 dan 2002 yang masing-
masing mencapal sekitas Rp 670 juta.
Penetapan status tersangka dilakukan
setelzh Kejan memariksa 20 pegawai
seksetariat PPRD Ciamis dan 12 anggota
DPAD Ciamis.

Komposisi Anggota:

' _ PDI Perjuangan 12

Golkar 10

PPPO

TNUPaki 5

PKB I

PAN 2

PEB 2

2 partsi lalnnya 2

lll-ﬂl

g
&

DPRD Provins! Sumatera Barat
Pengadilan Negeri Padang memvonis
hukuman peciara bagi 43 anggota DPAD
Sumatera Barat karena terbukdi malakukan
ponyslowengan dana dengan cara
memperbesar pendapatan dar yang -
sgharusnya dengan memasukkan anggaran
saksetariat DPRAD manjadi penghasiian tatap
anggota DPRD. Penambahen penghasilan
anggota DPRD df kuer mats anggacan yang
mencapai Ap 11 mikar lebin it bamgal dari
tunjangan kehormatan, panitia musyawarah,
panitia khusus, yang bensin, rumah dinas,
dan polis asuransd. Tiga pimpinan DPAD
yailu H Arwan Kasri (Ketua), Ny Hj Hasmerti
Okiini, dan H Masfar Rasyid (keduanya wakil
ketua} divonis hukuman 27 bulan penjara
dan denda Rp 100 jula. Semenlara 40
anggota DPAD Sumbar lainnya divonis
hukuman panjara masing-masing 24 bulan
dan denda Ap 100 iia serta mengembakkan

" uang negara sebanyak yang mereka korupsi,
masing-masing berkisar Rp 64 juta sampai
Ap 120 juta. .
Komposisi Anggota:

} Golkar 106
I PANS3
MM, PP E7
- P! Parjuangan 358
™y PBE 21
% PK 13
" PKP 10 _

[] ‘Partat KAMI 5

1 . PUIS

] PKB & .
] Partal Parsatuan 4
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{ Masyumi Baru 2

) & partai ‘ainrnya £
 — THEPaIr 48
Total 44E

28 JUNI 2004

DPRO Kabupaten Sawahlunte Sijunjung,
Sumatera Barat

Kasus korupsi cara APBO cleh DPRLE di
Frovinsi Sumalera Barat kembali “menglan”
karban. Ketua can Wak| Ketua DPRD
Kabupaten Sawahlunts Sijunjung benkut
Ketua oan Wakil Katua Panita Anggaran
ditahan Kgjari setampat d Lembaga
Pemasyarakatan Muarc Sijunjung. Dari hasi:
penyidikan yang dilacukar, semua angyota
DPRE dianggap meryalahi peruncang-
ungangan yang derlaxu. terutama PP N
116/2000, dalam menyusun APBED Tahun
2003, yang meryabalbkan karugian ngga-a
Rp 1,2 miLar. Dari 35 anggota DPRD
Sawanlunto Sianung. 31 orang kasusrya
duangani kejaksaar negedi dan bga crang
oien Matkarmat Miiter karena dan fraks
THIPolr, Berkas yang ditangani kejaksaan
sudah bersiatus terdakwa, dan untuk
sgmantara baru tma angguta OPAD yang
mitahan.

Kormpasisi Anggota:

! Galkar 1
| PDI Per:uangzn 5
.| FAN 5
= FPP 4
S parta: lainnya 3
| NP 3
Total 33

13 JULl 2004

DPRD Provingi Sumatera Selatan
Pangadiian heger Palernpang menuar:ut
hukumar 4 tahun penjara bagi mantan Ketua
DPAD Sumatera Selatan Adjis Saip dalam
kasus penyelewengan dana operasional
DOPRC sanilan Rp 7,5 mii - Teatuian
diajukan <arena Adps doarwa
migya.angunakan dana anerasicnal DRRD
untud memperkays d i sendin gan seluruh
anggeta CPRD. Dara tersebut aibag-
bagikan kepada 74 cari 75 asggots CPRD,
masing-masing senilai BR 150 juta. Saar
penzaran cang orscbot, fidak ocantumkan
ketarangan fungs dan pengguaaarnya,
raan ampinan DPRD menjelaskan cang
I DEGAS Cigunakan sesuai dergan
kebutabar pricad masing-masing arggota
CFAD szmpan Ap 123 juta.

Kumpsais Anggata
FOI Ferjuangan 135

Golkar 4
PPP 30
[ PAN 2§
- PKE 14
FBE 18
1 POI 7
PKP §
PK & 1
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i PSI3

l PHU 3

t PNI Massa Marhagn 2
1 8 parai lainnya 8
I TNiPelri 48

Total 388

28 JULI 2004 N e

DPRD Kota Banda Aceh

Kejari Banda Aceh renyvrahkan berkas
delapan orang, dar 15 anggota DPRD yang
cipgriksa daiam kasus penyimpangan
pengguraan dasa APBD tahun 2002 senilai
Hp 3.7 miliar. Kasus ini berawal dari
pairyataan mantan Wali Kota Acen
Zulkarnair yang laporan
peranggungjawabanrya ditelak DPRD saal
itu. Zulkarnain kamudian membongkar
karupsi APBLY tersabut. Kejari
mengindikas.kan seterlinatan 26 dari 30
anggota DPAD. Dara terssbut tipergunakan
untuk reembeli makil pribad, Fara wakil
rakyat tersedut kemunizn ditangkap dan
ditghian pihak kejaksaan. Mereka adalah M
Amien Said (Ketua OPRD:, M Dahian Yusuf,
Amn k¢ AL Tt Ad Umar, Zubir Idris, Fadhil
Amin, Razali Ahmad, Akhyar Aodullah, Anas
Bidin Nyak Syakh, dan Muntasir Hamid.

Komposisi Anggota:

— FRE B
Galkar 3
[} FOI Parjuargan 2
Fe 2
[ 3 parai ainnya 3
] TNIPali 3
Total 3¢

§ AGUSTUS 2004

DPRD Kabupalen Kampar, Riau

Kejati Riau meretapkan selurah anggeta
OPRD Kabupaten Kamoar, Riau, yang tardiri
atas 45 prang menad tersangka gaam
£E5LS dugaan korupsi dana puinatakt
senilai Hp 1,125 miiar pada balan Juni 2084
Penyimpangan terjaci karena DPRC dan
pema sepaxal menGanggarkan sera
memaagi-bagikan cana purrapakri, padahal
saat itu belum ada aluran burum yang
mempanarkannya. Dana purnabakt telah
dinagikan <epada 43 dari 45 anggeta DPRD,
masing-rmasing anggota CPRD mendapat
Rp 25 juta. Selain su, Kejati Riau juga
memeriksa lima arggola DPRO Kampar.
lermasax ketud dar wakd kefuarya, da.am
kasus dugaan korupsi dana APBD Tanun
Angoaran 2002, 2003 oar 2004,

Kampasis Anggota:

Golkar 14
| ——— PDt Parjuangan 9
s | PPP T
] PAN 4
| £ partai lainnya 6
[ TNIiPalri 5
Total 45

" 20 AGUSTUS 2004

DPRD Kota Kendari, Sulawes| Tenggara
Kejari Kendari menahan 22 dari 25 anggeta
DPAD di Rutan Kendari terkait kasus
penggelapan dara rutin Sekratariat DPRD

-tahun anggaran 2003 dan 2004 senilai Rp

1.9 miliar. Bentux panystewangan larsebut
artara lain berepa pengeluaran dana sdrat
perintah jalan fiktif, uang listrik, lelepon,
tagihan air PDAM, dan biaya pengabatar,
Tiga anggeta fainnya yang tidak ditahan dan
unsur THIPalri karena proses hukum
pemeriksaannya dikembalikan ke
kesatuannya mas:ng-masing. Pada tangga
24 Agustus 2004 status mereka ciubah
manjadi tahanan kota,

Kompesisi Anggota:

Golkar 14
b | PDI Perjuangan 3
i . 5 partai lairvya &
=] TNIPglr 3
Tolal 25

3t AQUSTUS 2004

DFRD Kota Depok

Direktorat Reserse Kriminai Khusus Polda
Metro Jaya menetapkan tujuh crang, terdin
alas pimpinan dan anggota OPRD Kota
Depok. menjadr tersangka kasus dugaan
korupsi dana rulin APRD 2002 sanilai
Ap 9 miliar. Mereka dianggap
sabagail otak pelaky komps

Ketujuh pimpinan dan
anggota DPRD yang
manjads tersangka
adalah Sutadi

TEKS: RULL LATUARDLTITRANG HUMTAS
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{Ketua OPRDY, Naming O Bathir {yasil
Ketua), Letkal Moch Amin (rantan Wakil
Ketual, dan M Hastullah B Ytk
Ketua]. Selain itu Bambany Suispe
{Ketua Panitia Anggaran), Bambang
Prikante imartar Sekretar:s Panitia
Anggaran;, dar Endang Rukans
{Sekretaris OPAD). Kasus
panyimpangan terjadi backaitan dengan
partangguagjawaban adminisiras
kauargan, separi katka melakJkar
perjalanan diras ataw penyusunan
peraturan daerah. Pada tanggal 6
Septembar 2604 Polda Meiro Jaya
manahan mergka di Rutan Polda Metro
Jaya. Selanjuinya, pada 14 September
Poida memeriksa kembal: 15 anggota
DPRD lainnya sebaga: tersangka kasus
kerupsi yang sama.

Kompaosisi Arggata:
IR PO Perjuangan
12

PER T

PANT

Golkar &

PKB 2

3 partai lainrya 3
THiPelr: 5
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